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PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAFRAH KOTA PAGAR ALAM -
NOMOR |<J TAHUN2010

TENTANG

RETRIBUS! IZ!N GANGGUAN

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WA LJK OTA PA G A R A L A A/7

: a. bahwa Re-trfbura Ganggaari sesua; denoa1' ' ;•-•
Rl Nomor 28 Tahun 2009 gada pasaMA-1 ays

'T O '-• r"'_. > i r-\r-

H : HUT'.

Keinous; t. ^anggurm ban"-, rbatur daiam P^-a'am- ->,,.-,,

L,"3

b. bahwa Jongan diaburnya penenmnar; r-r;r;;-;a ,-!:-.:..•.•.
Peraturan Daerah maka Retnbno: Gaagquan saLm '-.lu •
objek Retribusi yaag mempunya noma sara di'-i
f-.enb.ayaan peaibaagunan daerah:

c. bahwa b-rdasarkaa pe1:rnhanqaa aehneaa^ana aimakrsud
huruf a dan b peda biietaokan dalaai Peramran on,.rf.^
Tenbang Rembusi lz:n Ganguuam

1. Undanga:u<;ang Nonea b I'nbun i981 fontanel Hukum Aaara
Pidana iLembaran Neoara Tahun 1981. Tambahan
Lembaran Neoara Nomor 3209b

2. LJndang-undane Nemo: '.',
Penyelosmen Sena-Na Pa;ak (Lombamn Neqara Tahan
199/ Nomor 40 Tuu-ibohan Lembaran Nagam Nomor 36042

3. Undang-nndanc, Nomoi 19 Tahun 1997 terbai n Penagihan
Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor <*? f-hun
1997, Tarnrahan Lombaraa Negara Nome' 3096V

4. Uadang-Undang Nomor 8 'I'nbun 2001 ton'ang Pembentakan
Koia Pagaralam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38,
Tambahan Lembaran negara nomor 41 15b

a n • i i". ientaac) Bada;

5. Nndang-LncJary; Nan
Pern jrintahan Dnerau
Nomor 125. Tnrn'aahn

n2 Tahun 2004 ten an?
.emhnran Neoara Tahun '004
omharar- Neoara Nomor •')•'• 37\

:7^r-



.Pbagaimana telah diubah beberapa kali terakh.r denyan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor
4844:

6 Undang-Unriarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang
'' Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3848),

7 Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Da-rah Dan Retribusi Daerah (lembaran Negara tahun 2009
Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049,.

iaengan Pemelujunn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAK fAT DALKAM KOTA PAGARALAM

dan,

WALIKOTA PAGAR ALAM

MtavVJ 1 US laAN

)AFRA -I IT-Nl'ANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.>netap!<an : PERATURAN D/

BAB !

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan ;

1 Daerah adalah Kc!a Pagaralam:
y pemenntaban Daerah adalah Pemenntah Koto Pagaralam,
7, Keoala Daerah adalah Walikota Pagaralam,4 Sg Pandaprtan adalah Dinas Pendapatan Pengeloiaan

Keuangan dan Asset Kota Pagaralam:
5 Petribusi I7'n Gangguan adalah pungutan daerah y.ng

dihkukan oieh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kota Pagaralam, w fMnv,ksud dal,m
Peraturan PorundanoamJangan yang bedaku,

7 Kas Daorab adalah Kas Pemenntah Kota Pagaralam:I K Pendapatan adalah unit penge.otoan tekn.s^ -daerah
dibawal
Kola Pagaralam;

fanq Kennapaian ,-iucik-im i».,. ,,>....-„- ac., ^
awab Dinas -endapatan Pengelolaan Keuangan can As,et

Masa Retribusi adalah suntn |angka wakiu ter-entu yangmer^balas waktu bagi wajib pajak untuk me.naniaatKan
tpmDat k'nusus reiribusi, . ^
rcmpcu , I n„..iu.,-.i n-iprah vann se aniutnya da-^i
Oi.rat Kptetanan Reu il Jsi uctCicm, >o ij j ,diSgkafsKRD adalah sural Keputusaa yang nenen.^a
iumlah retribusi yang terhrbang:
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11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, untuk selanjutnva disinckat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

12. Surat Kepubisan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, yang diajuka.n oieh wajib retribusi:

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

J) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas kegiatan
pelayanan pambe.nan izin gangguan:

(2) Objek Retribusi adalah kegiatan pelayanan pemberian '-;•- temaat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan /ang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk
pengawasan dan pengendad'an kegiatan usaha secara terus menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban , keselamatan, atau
kesehatan umurn, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan keria;

(3) Tidak termasuk objek Retribusi pada ayat (2) adalah tempat usaha/
kegiatan yang telah r'itentukan oieh Pemenntah atau Pemerintah

Pasal 3

!-hSubjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang meperde
pelayanan Izin'Gangguan oari Pemerintah Daerah x-

BAR Hi

""dengan Retribjsi

Pasal 4

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertarr.a
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat dalam pengguna? n jasa clitetapkan berdasarkan Lias, indeks
lokasi, indeks gangguan
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"Pagtail Kodua
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Retribusi

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penaiapan tarn Retribusi Rernir.ar, Tertcntu
didasarkan pada tujuan menutup sebagian atas seluruh biaya
penyetenggaraan pernb3rian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya pen/ )lenggararm pem.benan izin sebagaimana dimasukd pada
ayat ('') meliputi penerhb.atan dokumon izin, peng/IWasan dilanangan.
penegakan hukum, penatausahaan. dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebui

Bagian Ketiga
Struktur can Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Struktur tan, digolongkan berdasarkan luas ternpat usaha:

(2) Struktur dan besarnya' tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berik.ut
a. Luas s.d. 100 m2 sebosai Rp 125 000,- (seratus dua puluh lima

ribu rupiah);
u. i_uai> ifciJn i uaii i ww in/:. houi|jci utii^riii ji'i,' i i \£. .ScijcSSi '^P-

250.000,- (dua ratus lima puluh. ribu rupiah);
c Luas lebih dari 50b m2 sampai dengSn 1000 m2 sebesar Rp.

500.000-,- (lima ratus ribu rupiah):
d. Luas iebih dari 1000 m2 sebesar Rp. 500,-/m2 (lima ratus raciah oer

meter persegi).

(3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama
usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan
pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekaii yang harus diajUKan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh person) dari tarif retribusi ;

(4) Besarnya 'arif retribusi pengalihan izin daiam hal Pendirian atau
perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan
sebesar 100% (seratus person) dan tarif reiribusi yang berlaku;

(5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan sebesar 100%. (seratus persen) dari tarif retribusi).

Bagian V<ieompat
W iIa y a b Pen;un g u ta; *>

r> ^ ., a f p

Retnbusi yang terutang dipungut diwilaynh Kota Pagar Aiam



Bagian Kclims
Tata Cara Pernunguran

Pasa! 9

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen hin
yang dipersarnakan

(?) Hasil nunnutan retribusi r.Hhooaimann dimaksud n.ada avat (']) disotor
\ — / ' • ~ r -" o " -.._.... _ - .. —, - r . j - v • ;

ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas
Pendapatan.

(3) Tata cara peiaksanaan p<ununqu!an Rotiibusi Oil;
I'eraluian Wa.Iikola.

Bagian Kconam
Sa^t. Retribusi Terutang

Pasal 10

Retribusi terutang dalam musa retribusi teriadi pada saat ditetapkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersarnakan,

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pern bay a ran

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar seka'igus.

(2) Retribusi yang terutang lilunasi sejak clilerbitkan SKRD abu.j dokumen
lain vano dinprsamakam

(3) Tata cara pembayaran tempat pembayaran. penundaan pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan WaU Kota.

Bagfan Kedefapan
Sanksi Administratif

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak rnembayar tepat pada waktunya atau
kurc.ag rnembayar, d,ken^k< ,. Sonksi adminict^Qi
persen) setiap b'.ilan dari retribusi yang terutang yang tidak aiau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Sural
Teg u ran.

Pasal 13

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga j
merugikan Keuangan Daerah diancam piciana kurungan paling iama 3 ]

Kr~>n i t^ -i *^i
>.. •...• a



(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 14

Waiikota berwenang :
a. iVielakukan penutupan/penyogeian Gin atau penghentian kegiatan pada

tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan;
b. MeJakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan atau

penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasa' 15

Apabila kegiatan usaha telah dibentikan dan atau tempat usaha telah
ditutup/disegef tetapi tetap mefaksanakan kegiatan usaha, maka Wafikofa
berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar
tarif retribusi yang hart:: ditetapkan atau dibavar atps ketorlambc^an
perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha.

Pasal 10

(1) Kepala Daerah dapatmemberikanpengurangan, kenngan dan
pernbebasar retribusi.

(2) Pengurangan, kennganan dan pembobasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada aya! ( B hanya d'benkan kepada usaha •- usaha
bersifat sosial,

(3) Tata cara pengurangan, kennganan dan pombebe.snn retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Waiikota

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasa! 17

(1) Surat tegurar atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awall tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam inngka waktu 7 (tujuh) ban seteiah banggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3) Sur3t teguran, surat peringatan atau sura, lam yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oieh Waiikota atau
pejabat yang ditunjuk.



Bagian Kesepuiuh
Pengurangan, Ke:inganan clan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

(1) Waiikota dapat memberikan pengurangan, keringanan oan
pembebasan retribusi

(2) Pemberisn pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa! ini dapat diberikan dengan
memperhatikan kamampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Waiikota.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 19

(V) VA/ajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Waiikota a;au
Pejabat yang ditunjuk-;-

(2) Ki.berat.au, diajukan secau-i iobuks bongan diserfai alasan- ...-......^a -.ang
lelas;

(3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggall Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusii dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dioenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(A) Pejigajuan KeberabanJidak mennnda kawajiban meaibayar Reiribus'
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

(1) Dalam jangka waktu p ding lama 0 (onam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterfma I'Vafikota harus memberf keputusan atas keberatan
yang diajukan:

(2) Kepulusan Waiikota .atas kobeiatan sebagaimana dimaksud pada aval
(1), dapat berupa rnonprirrn seluruhnya atau sebagian. menolak atau
menambah besarnya Retribusi yang lenuang;

(3) /Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah
lewat dan Waiikota. tidak memberi suatu keputusan, maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Bagian Kesebeias

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, rneniadi kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya
retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana cii bidang
retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
(1) tertangguh jika :
a. Diterbitkan Surat Teguran clan atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun {iciak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan suiat keguran se^a.gaisoana Taraksud po.J-a ayat
(2) buruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal direnmanya
surat teguran tersebut..

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyaiakan masih mempunyai hutang Retribusi dan beium
melunasinya kepada. Remount ah Daerah

(5) Pengakuan hutang Relbhusi secara tidak langsung dan pengajuan
permoaonan angsuran atau penunclaan pembayaran dan
permohonan keberatan oieh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribur i yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak un.uk
melakukan penagihan suciah kedaluwarsa dapat. dih.apuskan,

(2) Waiikota .menetapakan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaian
yang sudah keduluwar. a sebagaimuna'dimaksud pada ayat (1) ;

(3) Fata cara penchapuz.an RataLus: vaag rwclaii kedaluwarsa (Value
dengan Peraturan Waiikota .

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 23

(1) Pinfang rslahi!sz_. tidak mungkin ditagih lagi karena hak un'uk
melakukan penagihar. r-Mnbusi yang sudah kedaluwarsa, dapat
dihapus:

(2) Waiikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi
Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada aval.
m



BAB V

P E R 1 Z I N A N

Pasai 24

n) Gangguan lerhadap pengnwasan dan pengendaiiar, kegiatan usaha
secara terus menerus dalam Kota Pagar Alarn wajib mendapatkan izm
dari WaJikota Pagar Alarn atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Setelah mendapat izm dan memenuhi persyaratan. maka petugas
berhak meneiiti permohonan izin kemudian diterbitkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah;

(3) Penetapan Retribusi gangguan ditetapkan oieh Waiikota Pagar Alarn
setelah mendapat pertimoangan dan panitia penetapan yang terrlin
dari ; .. .
a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Asset Kota

Pagar Alarn
b. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alarn
c. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pagaralam
d. Camat setempat

(4) Kepada pemegang izin penetapan retribusi gangguan dalam Kota
Pagar Alarn dikenakan retribusi sebagai retribusi gangguan

BAB V!

LARANGAN - LARANGAN

Ganaguan pengawasan dan oengendalian yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya dilarang tanpa izin dan Waiikota Pagar Aiam;

BAB V!!

HAK- HAK

PasaS 26

(DKeoala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
' ' Pagar A'am berhak membenkan gerintah yang diper.ukan unu..k

kepentingan ketertiban, kebersihan dan keinciahan kota seda
keselamatan rnasyarakat Kota Pagar Alarn;

(2^eoala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
'"Pagaralam berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan

oemungutan retribusi gangguan dalam Kota Pagar Alarn;

(3)Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
Pagar Alarn menunjuk petugas pemungut retribusi gangguan oar,
menyetorkan uang ha,il pungutan ke Kas Daerah atau Bendaharawan
khusus penenmaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Kota Pagar Alarm



PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pa^al 27

dan Asset Kola Pagar Alam ^ ^Z^S^" ^"l*"

(2; ^rz^r^^t:^^;'^-vaida
Dinas Pendapatan P.,„e,o.aan K.uangan dan Assat ^l^

(4' TGT^)hna^L'nff 1'ra,',hl;a' ^S^™ ^9 dimaksud pada
p2^^.1i^ChpeSK BendaharaW- *»»

(5) Selambablambarn/a 1 (satu) hnn ,opmHm ^ -,
retiibusi disetor ke Ro h sesudah hasil pemungutan;?e„f^ &« tjr=k,^~»
Una, Pandapa an Pengelolaan Keuangan dan L* Kola Pa'S

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasai .28

(1) Wajib retribusi yang tiddak 'iiphk-im^n '-„ --i

£) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) paca| ,n, adarh
peianggaran. • l j Mc-ai mi daaidh

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 2.9

(l)Penyidikan atas iindak pidana sebagaimana dimaksud r'al,,-
peraturan daerah in, dilakukan oieh penLdik °OLpTata P»„ L
Pegawa, Negeri Sipil (PPNS) di lingklnqfn PeSeh^KoteTn*



(2) Dalam melaksanak in tugas penyidikan Pegav/ai Negeri Sipil yang
dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini mempunyai wewenang :
a. Menerima lapo'an atau pengaduan dan seseorang tentang

ailanya tindak pidana.
d. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian

dan melakukan pemeriksaan.
o. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal dar; tersangka.
^ dA^i^i.-, ,<„^r, ~~.-,, .it,-,-,.-, u.^.^^^ ~*~,, ^.,.-p-L
u. i»iciai\ut\ai i u-nyuooii uni iuci aiau .-iu.oi

e. Mengambil sidir jan dan memotret tersangka
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaii

tersangka atau saksi
g. Mendatangkan seorang abii daiam Ivubungan dengan

pemeriksaan perkara
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya rnelalui penvidik POLRI memibentahukaa ha!
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan bndakan lain menurut hukum yang dapai di
pei tanggung jawabkan

(3) Pcvvyid.ik Pegnwai Magm^ Sua' (PP^iS) sebagaimana ohmav sv.d
pada ayat 1 (satu) pasal mi wa|ii:.

a. iVIombuat Reuta Aoara s<biap finciakan dai'am aal
1. Pemeriksaan Tersangka
2 Pemasukaa Raima b

3. Ponyitaan Barang
4. Pemeriksaan Saksi

5.- Pemeriksaan ditempat kejadian (TKP)
b. Membuat laporan kepada Waiikota rnelalui pimoinan unitnya
c. Menyerahkan basil penyidikan kepada penuntut umum rnelalui

Penvi.o.i.k POLRI dalam wiinyah h.uk.nm. yang sa.ma

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunva Peraturan Daorah ini, maka peraturan yang
bertentangan dengrn peraturan .daerah ini dinyatakan tidak berlaku
lagi;

BAB XI!

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 31

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan
ditetapkan lebih. lanji dengan Peraturan Waiikota sepanjang mengenai
pelaksanaannya;



Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan ke daiam
Lembaran Daerah KoU Pagaralam;

Ditetapkan di : Pagar Alarn
Pada Tanggal : |@ De^^k**^ 2011

WAL!KOTA/-p7«3AR ALAM

^=V
H. DJAZULI KURiS

Diundangkan di :_.Pagar.Alarn
Pada Tanggal : 3-0 LY: 2010

SEKRPT.ARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

!
H.A. FACHRI.

.LMBAPAN DAERAH KOT APAGAR ALAM iAHUN 20 ;0 NOMOR ...l3.. SERl ,C:..


